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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian pembahasan terhadap hasil penelitian di atas, peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial di Indonesia 

diatur oleh dua pilar utama, yaitu UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 

Tahun 2016) dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. UU ITE, yang awalnya 

dimaksudkan untuk mengatur aktivitas di ruang siber, memiliki karakteristik ganda. 

Di satu sisi, memberikan perlindungan terhadap hak-hak digital warga negara 

melalui Pasal 40 ayat (2a), yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mencegah 

penyebarluasan konten yang dilarang. Namun, di sisi lain, UU ITE juga memiliki 

batasan yang sering diperdebatkan, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran 

nama baik, yang sering dikritik karena rumusannya yang luas dan multitafsir, 

sehingga rentan digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat yang sah. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 memberikan tafsir 

konstitusional terhadap pasal ini, yang menegaskan bahwa pasal tersebut harus 

dimaknai sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga unsur-unsur 

tindak pidana pencemaran nama baik mengacu pada KUHP. 

UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP memperkuat perlindungan terhadap hak 

kebebasan berpendapat, termasuk di media sosial, dengan menegaskan bahwa setiap 

orang berhak menyatakan pikiran dan pendapatnya secara bebas, selama tidak 

melanggar norma hukum dan etika, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) 



95 
 

UUD 1945. Meskipun demikian, UU ini juga menegaskan bahwa kebebasan 

berpendapat tidak bersifat absolut dan pembatasan dilakukan untuk melindungi hak 

orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mencegah penyebaran konten yang 

melanggar hukum, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan pencemaran nama baik. UU 

ini juga memperkuat mekanisme hukum untuk menanggulangi penyebaran konten 

yang melanggar hukum di media sosial, dan menekankan bahwa kebebasan 

berpendapat harus disertai tanggung jawab dan tidak menimbulkan kerugian atau 

keresahan di masyarakat. 

Perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia dipengaruhi 

oleh beberapa faktor signifikan, antara lain kerangka regulasi yang kompleks dan 

terfragmentasi, implementasi hukum yang tidak konsisten, dan tingkat literasi 

digital masyarakat yang belum merata. Kompleksitas regulasi, yang mencakup 

berbagai undang-undang seperti UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 

Tahun 2016), UU Pers, UU Penyiaran, dan UU HAM, seringkali menyebabkan 

inkonsistensi dalam penerapan hukum dan ketidakpastian bagi masyarakat. Studi 

oleh ICJR menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan Pasal 27 dan 

28 UU ITE, yang menimbulkan efek mengerikan (chilling effect) terhadap 

kebebasan berpendapat. 

Selain itu, ketidaksesuaian antara norma konstitusional yang menjamin 

kebebasan berpendapat dan peraturan turunan seperti UU ITE juga menjadi 

masalah. Implementasi kebebasan berpendapat juga terganjal oleh keterbatasan 

pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip HAM, sehingga menimbulkan 

tindakan penegakan hukum yang represif. Tingkat literasi digital masyarakat yang 
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belum merata juga menjadi faktor penting, karena kurangnya pemahaman tentang 

hak dan kewajiban dalam berpendapat di media sosial dapat menyebabkan 

penyalahgunaan kebebasan berpendapat atau menjadi korban pelanggaran hukum. 

 

B. Saran 

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat di 

media sosial di Indonesia, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU ITE(UU 

No. 11 Tahun 2008, jo. UU No. 19 Tahun 2016), UU No. 1 Tahun 2023, dan 

regulasi terkait lainnya guna menciptakan ekosistem perlindungan yang 

komprehensif dan jelas. Peningkatan literasi digital masyarakat secara masif dan 

berkelanjutan juga esensial untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan 

kewajiban dalam berpendapat. Selain itu, perlu adanya pelatihan yang memadai 

bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip HAM dan penegakan 

hukum yang proporsional. Evaluasi dan revisi pasal-pasal kontroversial dalam 

UU ITE juga diperlukan untuk menghindari kriminalisasi terhadap kritik yang 

sah. 

2.  Para pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan mengambil peran 

aktif dalam menciptakan kerangka hukum yang adil. Salah satu langkah penting 

adalah melakukan harmonisasi regulasi antara Undang Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta regulasi lainnya, guna membentuk 

ekosistem perlindungan hukum yang komprehensif, konsisten, dan tidak 

tumpang tindih. Pemerintah juga perlu menggagas program literasi digital secara 
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menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

akan hak dan kewajiban dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Hal ini 

penting agar masyarakat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga 

mampu menggunakan hak kebebasannya secara bertanggung jawab.  

Selain itu pemerintah dan DPR perlu segera mengevaluasi dan merevisi 

pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang selama ini berpotensi menimbulkan 

kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan kritik atau pendapat di 

media sosial. Revisi ini harus mengedepankan prinsip keadilan substantif dan 

perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Pemerintah perlu menjalin kerja 

sama yang transparan dengan platform digital untuk memastikan kepatuhan 

terhadap hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan 

kebebasan berpendapat. Penegakan hukum harus dilakukan secara akuntabel, 

terbuka, dan mengedepankan perlindungan terhadap hak warga negara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


